BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN MELALUI APLIKASI SISTEM PERIZINAN ONLINE SAMPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa Dberdasarkan ketentuan Keputusan Menteri

1.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik Digital Nasional Aplikasi Mal Pelayanan
Publik Digital, khususnya sektor Kesehatan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi terkait realisasi
pelayanan perizinan Sistem Perizinan Online Sampang
maka Peratuiran Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Melalui Aplikasi Sistem Perizinan Online Sampang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan Melalui Aplikasi Sistem
Perizinan Online Sampang sudah tidak sesuai sehingga
perlu dilakukan perubahan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan Melalui Aplikasi Sistem
Perizinan Online Sampang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya



dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Nomor 50359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06618);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
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19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 tahun 2015
Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan
Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 551);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Digital Nasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun
2023 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2);



Menetapkan

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor
2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025,
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 1);

39. Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor
123);

40. Peraturan Bupati Sampang Nomor 78 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Melalui Aplikasi Sistem Informasi
Perijinan Online Sampang (Berita Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2023 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SISTEM
PERIZINAN ONLINE SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Non Perizinan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan
Online Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2023 Nomor 22), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Sampang
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 78)
diubah sebagai berikut :



Ketentuan Lampiran pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratauran Bupati ini.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan  Perizinan dan  Nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri
atas sektor:

Pekerjaan Umum;

Sosial;

Lingkungan Hidup;

Pendidikan Dasar Dan Menengabh;

Pendidikan Tinggi Sains Dan Teknologi; dan

Pertanian.

(2) Rincian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

O Q0o

Pasal II
Peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Mei 2025
BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 2

1 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 35



JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI
TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

MELALUI

APLIKASI

KEDUA
NOMOR 22

ATAS

PELAYANAN

SISTEM

PERIZINAN ONLINE SAMPANG

SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE SAMPANG

SEKTOR JENIS JENIS
NO JENIS PERIZINAN
PERIZINAN PERMOHONAN PEMOHON
1 SEKTOR 1. Izin Pemasangan Baru, Perorangan,
PEKERJAAN Reklame Perpanjangan, Badan Usaha,
UMUM Perubahan Pemerintahan
/ Instansi
2. 1zin Bongkar/Pasang Baru Perorangan,
Jalan dan Trotoar Badan Usaha,
Pemerintahan
/Instansi
3. KKPR Non Berusaha Baru, Perorangan
Perpanjangan/
Perubahan
2 | SEKTOR 1. Izin pengumpulan Baru Perorangan,
sumbangan Badan Usaha
SOSIAL 2. Penerbitan Baru, Badan Usaha
STP/STPU bagi Perpanjangan
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial/Yayasan /
Organisasi Sosial
Lintas Kecamatan
dalam 1 (satu)
Kabupaten
3. SEKTOR Persetujuan Lingkungan | Baru, Perorangan,
LINGKUNGAN Perpanjangan/ Badan Usaha
HIDUP Perubahan
4. | SEKTOR 1. Izin Operasional Baru, Perorangan
PENDIDIKAN Sekolah Perpanjangan,
DASAR DAN Perubahan
MENENGAH 2. Izin Operasional Baru, Perorangan
Lembaga Kursus dan | Perpanjangan,
Pelatihan Perubahan
5. | SEKTOR 1. Izin Baru, Perorangan /
PENDIDIKAN penelitian/survey; Perpanjangan, Kelompok
TINGGI SAINS Perubahan




DAN Izin Praktek Kerja Baru, Perorangan /
TEKNOLOGI Lapangan (PKL) Perpanjangan, Kelompok
Perubahan
Izin Kuliah Kerja Baru, Perorangan /
Nyata (KKN) Perpanjangan, Kelompok
Perubahan
SEKTOR Izin pelayanan jasa Baru, Perorangan
PERTANIAN medic veteriner Perpanjangan,
Perubahan
Izin Pemotongan Baru Perorangan

Hewan

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI




